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PENGAWASAN TERITADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
FENJARA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LAPAS
KLASTIT A PADANG

{Nila Sasmita, 02140131, Fakultas Hukum Unand, 52 , 2007)
ANSTRAK

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan negeri distur dalam pasal
80 aval (1) KUHAP. Pengowasan tersebul dimaksudkan untuk mengawasi
terlaksapannya putusan pengadilan sebagaimana mestinva, Tugas pengawassn
merprakan legas kelua pengadilan yang dapat menunjuk hakim untuk membaniu
melaksamakan tugas pengawasan tersebul, Permasalahan vang diangkatkan dalam
penulisan skripsi ini adalah mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana penjarn oleh hakim pengawas dan pengamat di Lapas Klas 11 A Padang,
serta mengenai kendala-kendala vang dihadapi dan upaya mengatasi oleh hakim
pengawas  dan  pengamat  dalam  melakukan  penpawasan  di lembaga
pemasyarakatan Klas 11 A Padang. Dalam penulisan skripsi ini metode yang
penulis pakal adalah metode yang bersifat deskrptif. dengan pendekatan yuridis
sosielogis, Dari penelitian tersebat ditemukan babwa pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pidana penjara oleh hakim pengawas dan penpamat di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Padang, berpedoman kepads Surat Edarn
Muhkamah Agung Mo 3 tahun 1984 dan Surat Edaran Mahkamah Apung No 7
Tahun 1985 dan KUHAP, Hakim penpawas dan pengamat dalam melakukan
pengawasan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh
Jaksa schogaimana mestinva sesuai dengan apa vang telah diputuskan oleh
pengadilan, mengenai masa pidana vang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benas
dilakukan secra nyata dalam prakteknya oleb Kepala Lapas. Hal lain vang jupa
bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat
adalah mengenal pembinasn vang diberikan di Lembaga pemasyarakatan harus
benar-benar sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, Adapun kendala yang ditermui
aleh hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan tersebut
adalah masalah dana dan prasarans vang berhubungan dengan reangan khusus
yang dipakai di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan tugasnva. Upaya
yang dinsabakan olch hakim pengawas dan pengamat adalah dengan mngusulkan
kepada Mahkamah Agung apar adanva dana khusus untuk Hakim pengawas dan
pengamat, dan juga dibuatkannyvs ruangan khusus sebagimana adanya ruangan
khusus untuk jaksa di pengadilan. Dari uaraian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, berpedoman
pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 tahun 1985 dan 1984,



BAB I

PENDANHULUAN

A, Latar Belakang Masalah
Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan vang diucapkan hakim dalam
persidangan wvang ferbuka untuk wown. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP
dinvatakan bahwa putusan hakim tersebut dapst berupa pemidanaan, bebas atau
lepas dari sepals tuntutan hukum. Dalam hal pemidansan putusan yang akan
dijatuhkan oleh seorang hakim berpedoman kepada Pasal 10 KUHP. wvang
membagi pidana pada beberapa macam vaitn pidana pokok vang terdid dard
pidana mali, pidana penjara. pidana kurungan, pidana denda. pidana tulupan,

Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan vang terdiri dadj beberapa
macam seperti pencabutan hak-hak tertentu. perampasan barang-barang tertentu,
pengumumam putusan hakim. Mamun juga ada beberapa putusan vang tidak
diatur dalam Pasal 10 KUHP disntaranya vaitn penctepan tidak  berwenang
mengadili, putusan vang menvatakan dakwaan tidak dapat diterima serta putusan
yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Felaksana dari putusan pengadilan adalah Jaksa. Hal ini sesuai dengan
Pasal 270 KUHAF yang menyvatakan bahwa ” pelaksanaan putusan pengadilan
vang telah mempereleh kekuatan hokum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk
o panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanva” Hal ini juga
dipertegas dalam Pasal 36 avat (1) Undang-Undang Nomaor 4 Tahun 2004 Tentangp

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnyva ditulis UL Kekvasaan Kehakiman),



Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut harus mendapatkan pengawasan.
Pengawasan terscbut dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan
vang dijatuhkan olch pengadilan dilaksanakan sehagaimana mestinya .

Pengawasan lerhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut memupakan
wgas dari Ketus Pengadilan Negeri, Ketun Penpgadilan Negeri dapat menunjuk
hakim untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan tersebut. hakim yang
dibenkan tugas pengawasan itu pada akhimya disebut dengan hakim pengwas da
pengamal atau disingkat dengan Hakim Wasmat. Hakim Wasmat menjalankan
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan didasarkan kepada
Pasal 277-283 BAR XX KUHAP,

Hakim Wasmat mempunyal tugas pengawasan dan pengamatan, Tupgas
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yaitu mengawasi jalannva
pelaksanaan putusan pengadilan vang dilaksapakan oleh Jaksa, Pengawasan
tersebut dilabukan terhadap apa vang telah ditetapkan oleh pengadilan,

Pads prakicknya masih ada potusan penpadilan vany tidak dilaksanakan
sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleb bakim, Banvak fakior vang
menvebabkan pelaksanaan putusan tidak berjalan. Diantaranya fakior eksternal,
vaitu faktor yang berasal dan pelaksana putusan, Misalnva narapidana vang
melarikan din menjelang akan dicksekusi. Namun yang sering terjadi adalah
penyebab atau faktor internal dari pelaksana putusan. Cootohnva di Sumater
Baratl terjadi penundaan eksekusi terhadap angpota DPRD Sumatera Harat vang
tidak ada alassn pembenarnya. Maka dalam bal ini peran dan hakim wasmat

sangat penting dalam mempethatikan penundaan eksekusi tersebu,

P {Qiemar senao adji, 1989, Hukwiy LAdcaray Pidang Dolier Prospetzl. Erlanpaa, Jakarta hal 236



BARBIII

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Dhari wraian hasi] penelitian dan pembahasan diatas sesuat dengan masalah

vang termuat dalam BAB | maka ada beberapa bal yvang dapat disimpulkan yaitu;

1.

[

Pengawasan vang dilakukan oleh hakim  pengawas dan  penpamal
dilakukan (satu) kali dalam waktu tipa bulan. Pada saat melakukan
pengawasan didampingi oleh pegawal Pengadilan Neger Kelas 1 A
Padang  dengan membawz blanke  pengawasan  dim pengamatan.
Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan penpamat vaite
melakukan pemeriksaan terhadap register-register, dan juga memeriksa
warapidana dan jumlah narapidana vang terdapat didalam  lembaga
pemasyarakatan tersebut, Hakim pengawas dan pengamat juga melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, Hal
yani diperhatikan adalah apakah putusan tersebut sudah dilaksanakan atau
belum, karena bal tersebul masuk pada bagian tugas hakim pengawas dan
pengamatan vaitu memastikan babwa putusan pengadilan tersebutl tefab
dilakzanakan dengan baik.

Kurangmya lenaga hakim pengawss dan pengamat untuk melakukan tugas
tersebut sehingga dibutuhkan tenaga banivandengan menugaskan scorang
hakim lagl untuk menjadi bakim pengwas dan penpamal di lembags
pemasvarakatan Klas [T A Padang.

Hakim pengawas dan pengamat selain melakukan tugas pengawasan dan

penegamatan i lembapa Pemasyarakatan Klas [T A Padang, beliau jupa

e



L
v

harus melakukan tugas sebagai hakim yang memutuskan perkara
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang

Hakim pengawas dan pengamat tidak punya wewenang untuk melakukan
pencguran terhadap petugas lembags pemasyarakatan vang melakukan
pelangparan lerhadap napl. Dan hakim pengawas dan pengamat jupa tidak
berhak melakukan penepuran terhadap kepala lembaga pemasyarakatan.
Melaporan vang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dilakukan 2
kali periode. Penode pengawasan dari bulan Janwvarl sampai bulan Juni,
maka pelaporannya dilskukan pada bulan Juli, Periode penpawasan dari
bulan Juli sampai dengan bulan Desember maka pelaporan penpawassn
dilakukan pada bulan Januari.

Dalam melakukan pengawasan terscbut hakim pengawas dan pengama
mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Hambatan  yang
diteme yaitu di bidang pendanaan dan sarsna vang membanin bhakim
pengawas dan pengamat melakukan tugasnya.

Upaya yang dilakukan untuk menpatasi hambatan vang ditemukan dalam
melaksanakan  pengawasan  adalah denpan mengajukan  usulan ke
Mahkamab Apung agar ada susto pendansan yang  khusus  untuk
pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan
pengamat, Selain itu upaya vang divsabakan vaitu juga mengusulkan pada
mabkamah Agung mengenal adanya raangan khusus bagt hakim penpawas

dan pengamat dalam melakukan tugasnya di lembapa pemasyarakatan.
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